BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan spiritual dan
emosional antara dua individu, tetapi juga merupakan suatu akad hukum yang
memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang luas. Melalui pernikahan
terbentuk hubungan kekeluargaan yang menghubungkan dua keluarga sekaligus
membangun tatanan masyarakat yang lebih harmonis.! Oleh karena itu, dalam
perspektif figh, pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi penting dalam
kehidupan sosial yang memiliki tujuan untuk menjaga keturunan, menciptakan
ketenteraman, serta memperkuat hubungan kasih sayang antara suami dan istri.>

Secara etimologis, istilah nikah atau zawaj memiliki makna dasar
bergabung, yang mencakup arti hubungan suami istri serta akad.? Dalam kitab-
kitab fiqih, istilah ini sering diartikan sebagai perjanjian yang menghalalkan

hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja.*
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Tujuan pernikahan, sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Surah Ar-
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“Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu
pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang
(mawaddah warrahmah). Sungguh, pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda
Kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.>(Q.S. Ar-Rum : 21)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad
yang kuat (mitsaqan ghalizan) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan
dipandang sebagai bentuk ibadah. Salah satu elemen penting dalam pernikahan
adalah mahar, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Mahar
berfungsi sebagai simbol kesungguhan serta komitmen calon suami, sekaligus
sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hak calon istri.°

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kedudukan mahar juga diakui
dalam sistem hukum perkawinan nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-
Undang Perkawinan serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
yang menyebutkan bahwa mahar merupakan pemberian dari calon suami

kepada calon istri yang menjadi hak penuh bagi mempelai perempuan.” Dengan

demikian, mahar tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga memiliki
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dimensi hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam

perkawinan
Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Mahar dalam Perspektif Figih, Undang-Undang dan Adat aceh, Menetapkan:®

1. Kesatu, Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada
perempuan, karena nikah, watha syubhat dan atau perkosaan.

2. Kedua, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan perawan
yang walinya mujbir adalah wali mujbir itu sendiri.

3. Ketiga, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan perawan
yang walinya bukan mujbir adalah perempuan itu sendiri.

4. Keempat, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan tidak
perawan adalah perempuan itu sendiri.

5. Kelima, Mahar adalah milik perempuan.

6. Keenam, Harta bawaan, laki-laki kepada perempuan yang diadatkan ketika
bertamu saat pinangan adalah hadiah.

7. Ketujuh, Pemberian sebagian mahar sebelum akad nikah wajib
dikembalikan ketika gagal pernikahan.

8. Kedelapan, Akad nikah yang tidak disebutkan mahar dalam akad hukum
nya sah.
Mahar memiliki peran penting dalam pernikahan.” Sebagai bentuk

pemberian dari calon suami kepada calon istri, mahar mencerminkan

kesungguhan serta kasih sayang yang tulus. Besar atau kecilnya mahar

8 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Mahar dalam Perspektif Figih, Undang-Undang
dan Adat aceh 2016
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ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan calon suami
memberikannya secara ikhlas sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai kepala
keluarga.!®Imam Syafii berpendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang
wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebagai bagian dari
haknya dalam pernikahan.!! Jika seorang istri menerima mahar tersebut dengan
kerelaan tanpa adanya paksaan atau tipu daya, maka hal itu diperbolehkan dan
sah menurut syariat. Namun jika pemberian mahar dilakukan dalam keadaan
terpaksa, misalnya karena rasa malu atau ketakutan, maka penerimaannya
dianggap tidak halal.'?

Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak sendiri, seperti
hak menerima mahar.'* Oleh karena itu seorang lelaki yang ingin menikah harus
memenuhi haknya kepada calon seorang istrinya untuk memberikan mahar

dengan kesungguhan dan kerelaan hatinya. Sesuai dengan Firman Allah SWT:
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“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu

nikahi (sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang

hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati”.'*

(Q.S. An-Nisa’:4).
Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan jenis mahar dalam
pernikahan juga mengalami perubahan. Dahulu, mahar umumnya berupa

barang berharga seperti emas, perak, tanah, atau aset bernilai tetap lainnya.
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Namun, dengan kemajuan ekonomi dan munculnya berbagai instrumen
keuangan, kini mahar dapat berbentuk lebih modern, salah satunya adalah
saham.Saham sebagai instrumen keuangan menawarkan potensi keuntungan di
masa depan yang bisa menjadi bentuk investasi bagi mempelai wanita. Namun,
pemberian mahar berupa saham ini membawa sejumlah implikasi hukum yang
perlu dianalisis secara mendalam, terutama dalam perspektif hukum Islam.'’

Islam menetapkan mahar sebagai salah satu bagian hukum dan pengaruh
dalam pernikahan. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan
sehingga hukum mahar adalah wajib. Adapun jenis dan kadar mahar berbeda
beda sesuai dengan kemampuan suami. Para ulama sepakat bahwa tidak ada
batasan maksimum mahar. Bahkan, suami boleh memberikan mahar apa saja
kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati, namun suami
tidak boleh menggampangkan pemberian mahar dengan seenaknya.

Pemilihan saham sebagai mahar biasanya didorong oleh kombinasi
pertimbangan ekonomi, modernitas, dan kepraktisan, tanpa meninggalkan
prinsip-prinsip syariat. Ini mencerminkan bahwa mahar tidak hanya simbol
cinta, tetapi juga bisa menjadi instrumen kesejahteraan masa depan dalam
pernikahan pasangan memilih saham sebagai mahar perkawinan biasanya
dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu:

1. Nilai Ekonomis dan Potensi Berkembang
Saham memiliki nilai yang bisa bertambah seiring waktu. Berbeda dengan

mahar berupa uang tunai atau barang yang nilainya cenderung tetap atau

15Aris Munandar, Sudiarto Sudiarto, and Lalu Wira Pria Suhartana, “Kedudukan Saham Atas Nama
Dalam Perkawinan,” Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2, No. 2 (December 30, 2021).



bahkan menurun, saham berpotensi memberikan keuntungan (capital gain

dan dividen).

Ini menjadikan mahar tidak hanya simbol, tetapi juga aset investasi jangka

panjang.

. Bentuk Mahar yang Modern dan Fleksibel

Di era digital dan pasar modal, saham dianggap sebagai bentuk mahar yang

lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman.

Banyak pasangan muda memilih sesuatu yang unik dan tidak konvensional.

. Mudah Didokumentasikan dan Memiliki Kepastian Hukum.

Saham yang tercatat di pasar modal memiliki legalitas yang jelas (terdaftar

atas nama pemilik). Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih

kuat dibandingkan mahar yang tidak terdokumentasi dengan baik. Simbol

Perencanaan Keuangan Rumah Tangga.

. Memberikan saham sebagai mahar bisa dimaknai sebagai:

a. Komitmen suami untuk masa depan ekonomi keluarga

b. Awal dari kebiasaan investasi bersama Jadi bukan hanya mahar, tapi juga
bentuk perencanaan finansial keluarga

. Efisiensi dan Kemudahan Transaksi

Dengan adanya aplikasi investasi, saham bisa:

a. Dibeli dengan nominal fleksibel

b. Dipindahkan kepemilikannya dengan relatif mudah. Ini membuatnya
praktis dibandingkan emas atau aset fisik.

. Nilai Simbolik dan Unik

Sebagian pasangan memilih saham karena ingin mahar yang:



a. Berbeda dari yang lain
b. Memiliki makna “bertumbuh bersama” seperti nilai saham itu sendiri
Di antara berita pemberian mahar berupa saham yang penulis temui di

berbagai media yaitu: 20 lembar saham Apple Inc yang diberikan oleh Naufal
Nafhan kepada Dea Fikri Leila Qadaritsin pada 23 Oktober 2021,'¢ 21 lot saham
Telkom yang dicetak melalui Phintraco Sekuritas diberikan oleh Erwin
Febriansyah kepada Nekky Sulastri,!” 305 lot saham MDKA (PT. Merdeka
Copper Gold Tbk) dan 21gram logam mulia diberikan olehseorang vlogger
Ardya Tridwanoro kepada istrinya Nanda Arsyinta pada tanggal 3 Juni 2021,
22 lot saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diberikan oleh
salah satu nasabah MNC Sekuritas Andyras Barutu kepada pasangannya pada
tanggal 16 Juni 2021."

Saham merupakan bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan, di mana
pemegang saham memiliki hak atas keuntungan serta aset perusahaan.?’
Sebagai instrumen investasi, saham memiliki nilai ekonomi dan mencerminkan

kepemilikan terhadap bagian tertentu dari perusahaan. Ketika seorang investor

membeli saham, secara tidak langsung ia memperoleh sebagian kepemilikan
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perusahaan serta berhak atas keuntungan yang diperoleh.Menurut Wahbah Az-
Zuhaili, transaksi saham diperbolehkan dalam Islam karena pemegang saham
dianggap sebagai mitra dalam suatu perusahaan sesuai dengan jumlah saham
yang dimilikinya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan bahwa
jika salah satu dari dua orang yang berserikat membeli bagian kepemilikan
rekannya, maka hukumnya diperbolehkan karena merupakan transaksi yang sah
atas kepemilikan orang lain.

Sementara itu, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa jual beli saham
diperbolehkan secara syari selama tidak mengandung unsur riba atau praktik
terlarang lainnya. Menurut [jma ulama, yaitu dalam keputusan Muktamar ke 7
Majma Fiqih Islami tahun 1992, di jeddah Boleh menjual atau meminjamkan
saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.
Sedangkan Menurut Darmawan Sjahrial, Saham adalah surat yang berharga
yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau yang
disebut dengan emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga
pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Oleh karena itu kalau seorang
investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/ pemegang saham
perusahaan.?!

Namun demikian, penggunaan saham sebagai mahar menimbulkan
sejumlah persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Berbeda dengan
mahar konvensional seperti emas atau uang yang memiliki nilai relatif stabil,

saham memiliki karakteristik nilai yang fluktuatif karena dipengaruhi oleh

2! Tmmas Nurhayati, Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Kasus Saham Studi Pada PT
Charoen Pokphan Indonesia. Jurnal IImiyah Inovator, Edisi Maret 2016.



kondisi pasar dan kinerja perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan
mengenai kedudukan saham sebagai mahar dalam perspektif hukum Islam,
serta bagaimana perlindungan hukum terhadap hak mempelai perempuan
apabila nilai saham tersebut mengalami penurunan atau bahkan kehilangan nilai
ekonominya.

Selain itu, dari perspektif hukum Islam juga perlu dikaji apakah saham yang
dijadikan mahar telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti terhindar dari
unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Hal ini penting
mengingat tidak semua saham berasal dari perusahaan yang menjalankan
kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan bentuk
mahar dalam masyarakat modern menimbulkan berbagai persoalan hukum baru
yang memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini
penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan serta perlindungan hukum
terhadap saham sebagai mahar dalam perkawinan menurut perspektif hukum

Islam.

. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas, peneliti menentukan fokus penelitian
sebagai berikut:
1. Bagaimana Status saham sebagai mahar dalam hukum Islam dan
perlindungan hukumnya dalam pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan ulama madzhab mengenai kedudukan saham

sebagai mahar perkawinan?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan bagaimana Status saham sebagai mahar dalam hukum
Islam dan perlindungan hukumnya dalam pernikahan
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan ulama madzhab mengenai
kedudukan saham sebagai mahar perkawinan
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang
berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum
keluarga dan hukum perkawinan.

b. Memberikan pencerahan dan wawasan ilmu kepada setiap orang yang
ingin mengetahui maksud dan implikasi sekaligus kemaslahatan mahar
nikah berupa saham.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman
dan wawasan mahasiswa tentang mahar nikah berupa saham dan
perlindungan atas saham sebagai mahar pernikahan.

b. Penelitian ini  diharapkan dapat membawa manfaat bagi
masyarakat,lembaga terkait, akademisi, peneliti selanjutnya atau sebagai
bahan masukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang

berhubungan dengan judul penulis.
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E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan

acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian

terdahulu sebagai berikut:

1.

Skripsi oleh Megawati dengan judul Pendapat Kepala KUA tentang Saham
sebagai Mahar pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin. Hasil penelitian ini membahas mengenai bagaimana pendapat
dari kepala KUA dan alasan hukumnya tentang saham yang digunakan
sebagai mahar.?? Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pendapat KUA
mengenai saham yang digunakan sebagai mahar perkawinan itu sah
hukumnya selama tidak merugikan dan tidak akan menimbulkan masalah
dan jika tidak ada larangan mengenai muamalah dari saham tersebut. Dalam
pendapatnya juga harus menyertakan surat berharga atau surat kepemilikan
saham tersebut dengan atas nama calon istri. Skripsi tersebut dengan
penelitian ini mengandung unsur kesamaan dalam objeknya yaitu sama-
sama membahas mengenai saham sebagai mahar perkawinan. Namun
terdapat juga perbedaannya yaitu skripsi merupakan penelitian lapangan,
sedangkan penelitian ini menggunakan hukum normatif, dan dalam skripsi
tersebut hanya menunjukkan bagaimana pendapat kepala KUA mengenai

permasalahan ini, sedangkan dalam penelitian ini ingin menunjukkan

22 Megawati, “Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar”, (Skripsi, Universitas Islam
Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).
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bagaimana hukum dari saham sebagai mahar perkawinan dalam hukum
Islam dan perlindungan atas sama sebagai mahar perkawinan.

2. Skripsi dengan judul Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Maslahah
Mursalah (Studi di kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang) yang
disusun oleh Zaimatul Mulhimah pada tahun 2020 dari Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*Hasil penelitian skripsi tersebut
mengenai tentang implementasi mahar nikah dengan menggunakan saham
dalam perspektif maslahah mursalah pada KUA Pakis kabupaten malang
yang mana dari pihak KUA Pakis memperbolehkan mahar dalam bentuk
jenis apapun dan dalam jumlah berapapun yang telah disetujui oleh kedua
calon pengantin sedangkan prosedur dalam pemberian maharnya harus
sesuai atau sama dengan pemberian mahar pada umumnya. Selain itu dalam
skripsi ini juga membahas mengenai maslahah mursalah tentang pemberian
mahar saham dalam perkawinan perspektif Imam Ghozali yang mana
selama mahar dalam perkawinannya mengandung kemaslahatan dan tidak
bertentangan dengan syariat Islam boleh dilakukan.Terkait dari penjelasan
mengenai skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan
diteliti oleh penulis nanti.

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan objek mahar berupa
saham dalam perkawinan. Namun terdapat perbedaannya yaitu dalam
skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini

menggunakan metode hukum normatif. Sedangkan dari segi analis skripsi

23 Zaimatul Mulhimah, “Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di
Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2020).
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tersebut menggunakan padangan yaitu maslahah mursalah perspektif imam
Ghozali sedangkan skripsi ini menggunakan sudut pandang hukum Islam
dan perlindungan atas mahar sebagai mahar perkawinan.

3. Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Mahar dalam Bentuk
Hiasan dari Uang yang Dibingkai (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan
Panekan Kabupaten Magetan) oleh Andrian Pratama mahasiswa Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020.** Hasil penelitian tersebut
membahas mengenai mahar perkawinan berupa hiasan uang yang dibingkai
menggunakan analisis hukum Islam, yang mana bahwa mahar dengan
bentuk tersebut tidak dianjurkan dalam hukum Islam karena manfaat dari
mabhar itu sendiri tidak dapat diambil dan juga dapat memberatkan pihak
laki-laki jika jumlah maharnya disesuaikan dengan tanggal perkawinan
serta harus menggunakan uang kuno yang mana uang kuno tersebut telah
sulit untuk didapatkan dan juga tidak bisa menjadi alat tukar saat ini.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan
dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai mahar yang tergolong
unik dan menggunakan analisis hukum Islam akan tetapi penelitian ini
membahas lebih lanjut terkait perlindungan saham sebagai mahar
perkawinan. Kemudian perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan

penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

24 Andrian Pratama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan dari Uang yang
Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”, (Skripsi, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2010)
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yaitu studi empiris sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum
normatif.

4. Skripsi dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap Saham Perusahaan
sebagai Mahar dalam Perkawinan” yang ditulis oleh Rifqi Fuadah dari UIN
Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang
tertuang dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana gambaran dari
penggunaan saham perusahaan sebagai mahar perkawinan dan bagaimana
analisis hukum Islam tentang mahar perkawinan berupa saham perusahaan.
Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi empiris. Teknik
analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola
pikir induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis untuk mengetahui
tentang bagaimana penggunaan saham yang dijadikan sebagai mahar dalam
perkawinan yang diperoleh dari berita mengenai penggunaan saham sebagai
mahar yang didapat melalui website terpercaya, wawancara terhadap KUA
terkait.?

Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam
yaitu dari Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Munakahat. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa seiring berkembangnya zaman, terdapat banyak
perubahan atau pembaharuan terutama pada bidang perkawinan, khususnya
di Indonesia. Di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terdapat
sebuah fenomena mahar perkawinan berupa saham sebuah perusahaan yang

dibuktikan dengan adanya sertifikat yang diberikan setelah berlangsungnya

25 Jamilah Akhadiyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang
Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
Surabaya, 2019)
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akad nikah. Mahar tersebut diberikan setelah adanya kesepakatan antara
pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Saham boleh
dijadikan sebagai mahar selama tidak ada yang dilanggar dan rukunnya
terpenuhi maka sah-sah saja perkawinan yang menggunakan saham untuk
maharnya. Tetapi tidak semua saham boleh dijadikan sebagai mahar, hanya
saham syariah yang boleh dijadikan sebagai mahar, sedangkan saham
konven dengan syarat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sama-
sama sepakat dan adanya kerelaan serta keridaan dari pihak perempuan. hal
ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak mempersulit segala sesuatu, namun
segala sesuatu tersebut harus sesuai dengan syarat yang berlaku.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh riffqi fuadah
dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penggunaan
saham sebagai mahar dalam perkawinan serta dianalisis dalam perspektif
hukum Islam. Kedua penelitian tersebut juga sama-sama menggunakan
kajian hukum Islam, seperti fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam,
untuk melihat keabsahan saham sebagai mahar dalam perkawinan.

Namun, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan
penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Rifqi Fuadah menggunakan
pendekatan empiris dengan mengambil fenomena langsung di masyarakat,
yaitu praktik pemberian saham sebagai mahar di KUA Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar, serta menekankan pada analisis keabsahan saham
perusahaan sebagai mahar. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan
lebih menitikberatkan pada kedudukan dan perlindungan hukum terhadap

saham yang dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan menurut hukum
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Islam, sehingga tidak hanya membahas boleh atau tidaknya saham dijadikan
mahar, tetapi juga mengkaji bagaimana posisi saham sebagai harta mahar
serta bagaimana perlindungan terhadap hak istri apabila mahar yang
diberikan berupa saham. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus
yang lebih spesifik pada aspek kedudukan dan perlindungan hukum
terhadap mahar berupa saham dalam perspektif hukum Islam.

5. Tesis oleh Muhammad Karim Hasibuan pada tahun 2019 dari Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Maqasid Syariah
Mahar Services dalam Perkawinan”.?®Hasil penelitian mengenai mahar
services dalam perkawinan dengan menggunakan analisis maqasid syariah,
yang mana mahar tersebut merupakan mahar non materi dan termasuk
dalam hifzul-irdhi(menjaga kehormatan) bagi seorang perempuan.
Persamaan antara tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama
membahas mengenai jenis mahar dalam perkawinan yang unik. Dari segi
perbedaannya terdapat dalam jenis mahar yang diteliti, dalam tesis tersebut
jenis mahar yang diteliti berupa mahar services, sedangkan jenis mahar
dalam penelitian ini berupa saham perusahaan dengan menggunakan
analisis hukum Islam. Berdasarkan dari ketujuh penelitian diatas, dapat
diketahui bahwa penelitian mengenai mahar perkawinan telah banyak
penelitian yang dilakukan dan beberapa kesamaan dalam penelitian ini.

Namun belum ditemukan adanya penelitian yang secara jelas membahas

26 Muhammad Karim Hasibuan, “Maqasid Syariah Mahar Services Dalam Perkawinan”, (Tesis,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).
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mengenai analisis hukum Islam terhadap saham perusahaan dalam mahar
perkawinan, sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.
F. Landasan Teori
1. Konsep Mahar Dalam Islam
a. Pengertian Mahar Menurut Syariat
Dalam syariat Islam, mahar (juga dikenal sebagai sadaq, nihlah,

atau ujrah) adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istrinya
sebagai bentuk penghormatan, komitmen, dan konsekuensi sah dari
akad nikah. Mahar bukanlah imbalan atas pernikahan, tetapi merupakan
hak istri yang diberikan secara ikhlas oleh suami sebagai bagian dari
rukun atau kelengkapan akad nikah menurut pandangan sebagian
ulama?’.

Definisi secara bahasa (lughawi): Kata mahar berasal dari bahasa

Arab al-mahr (U&) yang berarti pemberian. Dalam literatur klasik,

mahar juga disebut sebagai saddag((9x<), yang bermakna kejujuran,

sebagai simbol kesungguhan suami dalam mengikat janji pernikahan.
Definisi secara istilah (terminologi syar'i): Menurut para ulama figh,
mahar adalah: Harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya
karena akad nikah, baik berupa barang, uang, atau sesuatu yang bernilai
harta (mal), yang halal menurut syariat.?
Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai

berikut:

27 Mahmud Yunus,Kamus Arab Indonesia, (Jakarta:PT.HidakaryaAgung,1990), 431.
28 Ibnu Mas’ud, Muamalat,Munakahat,Jinayat,(Bandung:Pustaka Setia, 2000), 277.
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1)

2)

3)

4)

5)

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal maskawin atau mahar ialah
suatu hak bagi seorang wanita, karena dengan menerima mas kawin
berarti wanita tersebut suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang
baru saja mengawininya. Mempermahal mahar merupakan suatu hal
yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan
perkawinan antara sesama manusia.”’

Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah suatu harta
benda yang merupakan pemberian dari seorang laki-laki kepada
seorang wanita karena adanya akad nikah, sehingga halal bagi
seorang laki-laki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai
istrinya.>

Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib
diberikan oleh mempelai lelaki kepada mempelai wanita dengan
tujuan menyenangkan hati istri dan ikhlas serta ridho terhadap
kekuasaan suami terhadap dirinya.*!

Menurut mazhab Syafi’i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan
sebab perkawinan atau persetubuhan.

Mazhab Hanafi mahar ialah segala sesuatu yang didapatkan seorang

perempuan akibat dari adanya akad perkawinan ataupun

persetubuhan.

2 Tbrahim Muhammad Jamal,Figih Wanita, (Semarang:CV.AsySifa’,1988), 373.
30 Ra'd Kamil Musthafaal-I’liyali, Membina RumahTanggayang Harmonis,(Jakarta:Pustaka Azzam,

2001), 55.

31 Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah (Surabaya:AVISA,2011),7.
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6) Menurut mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang
diberikan oleh suami kepada seorang istri sebagai imbalan dari
persetubuhan dengannya.

7) Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti
dalam akad perkawinan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah
atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau
hakim.>?

8) Dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah
pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita,
baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan
dengan hukum Islam.*’

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas terlihat tidak ada
perbedaan yang mendasar yang mana dari setiap definisi
memberikan pengertian yang bermacam-macam dan mempunyai
unsur-unsur yang sama mengenai mahar. Bahwa yang dimaksud
dengan mahar adalah suatu kewajiban bagi seorang laki-laki untuk
memberikan sesuatu kepada calon istri yang disebabkan dari adanya
perkawinan.

b. Dasar Hukum Mahar
Suatu bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam kepada seorang
wanita yakni dengan memberikan hak kepemilikan kepadaseorang

wanita. pada masa jahiliyyah hak para perempuan telah dirampas

32 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta:
Gema Insani,2011), 230.
33 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf d.
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seluruhnya, wali bebas menguasai dan menggunakan harta benda yang
memang murni menjadi hak miliknya, serta para perempuan tidak
diberikan akses atau kesempatan untuk memiliki serta menguasai harta
benda yang sudah menjadi hak miliknya. Dengan adanya hal ini, Islam
telah melepaskan belenggu dan metepkan mahar untuk para perempuan,
serta menjadikan mahar sebagai haknya dari seorang laki-laki. Ayah dan
kerabat terdekatnya pun tidak berhak atas mahar tersebut, kecuali atas
keridhaan dan kehendak dari perempuan itu sendiri.>*

Banyak dalil mengenai penshari’atan mahar dan hukum membrikan
mahar adalah wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai
kekuasaan mempershari’atkan akad nikah tanpa mahar.>> Menurut Para
Imam Madzhab terkecuali Imam Maliki, sepakat dalam pendapatnya
bahwa mahar itu bukan termasuk dalam rukun akad nikah, melainkan
konsekuensi dari terjadinya akad nikah.*® Dalil kewajiban mahar dalam

Al-Qur’an adalah firman Allah:

LA G 80 LT 4 e 2 20 G o il 2esl sl g
“Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang
hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang
hati”37 (Q.S. An-Nisa’ 4:4)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa pendapat

pertama, kewajiban suami memberi maskawin kepada istri yang

34 Sayyid Sabiq, Fighal-Sunnabh jilid 2, 218.

35 Salehal Fauzan, Terjemahan kitab A/l-Mulakhkhasul Fighi, (Depok: Gemalnsani, 2006), 672.
36 Muhammad Jawad, Muhniyah,Figih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2007),

37 Departemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemah, 77.
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ditunjukkan frasa “Mas kawinnya secara sukarela”. Namun ulama
mufassir berbeda pendapat dalam memaknai kata nihlah. Apakah
maknanya sebagai kewajiban, sebagai pemberian dan hibah, atau dari
kesenangan hati (‘an thibi nafsin).*3

Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid menafsirkan
bahwa makna nihlah pada Surat An-Nisa ayat 4 adalah kewajiban.
Sebab secara bahasa kata “nihlah” bermakna agama, shari’at dan
mazhab sehingga substansi makna ayat adalah “Berikanlah kepada para
wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama
yang wajib dilakukan.”

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang di
katakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah
pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang
memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap
istri.>

Demikian juga firman Allah Swt:

2

1805 4755 G S0 2o p e A1 o K K ) ST e ezl

LS Wl AT ) Kyl i e e 2 W i S s

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara
mereka, berikanlah kepada mereka maskawinnya kepada mereka
sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara

38 Ahmad bin Muhammadas-Shawi, Hasyiyyatus Shawi‘ala Tafsiri LJalalain, Beirut,Darul Fikr:
1424 H/2004 M, juz I, 270.
3Abdul Aziz Muhmmad Azam, Figh Munakahat, (Jakarta: Amzah,2011), 176.
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kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah
maha mengetahui, maha bijaksana”.*°(Q.S. An-Nisa’ 4:24)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasannya menurut tafsir jalalin
Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik
wanita merdeka maupun budak, kecuali wanita-wanita tawanan dari
hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir. Ikatan tali perkawinan
mereka sebelumnya dengan sendirinya telah batal dan halal hukumnya
untuk kalian kawini bila terbukti mereka tidak sedang hamil. Tepatilah
apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kalian yang berupa larangan
hal-hal itu.

Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan
harta kalian untuk dijadikan istri, bukan untuk maksud zina atau
menjadikannya wanita simpanan. Semua wanita yang telah kalian gauli
setelah perkawinan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah mereka
mahar yang telah kalian tentukan, sebagai kewajiban yang harus dibayar
pada waktunya. Kalian semua tidak berdosa, selama telah ada kesepakatan
secara suka rela antara suami dan istri, jika istri hendak melepas hak
maharnya, atau jika suami hendak menambah jumlah maharnya.
Sesungguhnya Allah selalu memantau urusan hamba-Nya, mengatur segala

sesuatu yang membawa maslahat bagi mereka dengan bijaksana.*!

4 Departemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemah, 83.
4 Ahmad bin Muhammad as-Shawi, Hasyiyyatus Shawi ‘alaTafsiril Jalalain, Beirut, DarulFikr:
1424 H/2004 M, juz I, 310.
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Dalil sunnahnya adalah Nabi Muhammad saw. Kepada orang

yang hendak menikah:
o Lo LSJ\ SN A% f [ (2 gl f fe Ol 32 55 Wis & Was

sk b £ 05 135 49 06 sles o,

“Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan
kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd
bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada

seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi."
(H.R. Bukhori).”*

Hadis ini menunjukkan mengenai kewajiban dalam memberikan
mahar meskipun hanya sesuatu yang sedikit jumlahnya. Demikian juga
tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau
meninggalkan mahar pada suatu perkawinan. Apabila mahar bukan
sesuatu yang bersifat wajib, tentu Nabi Muhammad saw. pernah
meninggalkannya walaupun mungkin hanya sekali dalam hidupnya
untuk menunjukkan bahwa mahar bersifat tidak wajib. Namun
kenyataanya beliau tidak pernah meninggalkannya barang sekalipun,
sehingga hal ini menunjukkan bahwa mahar bersifat wajib.

Adapun ijma, sudah ada kesepakatan bersama mengenai kewajiban
dan dishari’atkannya sebuah mahar sejak masa kerasulan beliau sampai
sekarang. Kesepakatan ulama pada mahar yakni hukum dari mahar
tersebut adalah wajib. Sedangkan kewajiban sebab akad atau sebab

bercampur intim mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang

42 Aplikasi Hadits Imam Bukhari Terjemah Indonesia, Versi 2.0.2(Stable), oleh Pustaka Islam. Hadis
Ke- 4753.
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lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya
ayat.*?
Mahar yang sudah diberikan kepada istri oleh seorang suami kepada

tidak boleh diambil kembali, karena mahar tersebut sudah menjadi hak

milik bagi seorang istri, sebagaimana firman Allah Swt.:

P N T R T T e @317 SPan bt 1 C 27 ’/7“,";?‘;:‘7/
oot A 2B Sl led S805) 220K 35 OGS £3 JLT Fa50 O

b
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“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain,
sedangkan”kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara
mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu
mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya
kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?”.**(Q.S. An-Nisa’
4:20)

Ar-Razi menjelaskan bahwa jika nusylz dilakukan oleh suami,
maka ia dilarang untuk mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah
diberikan kepada istrinya. Namun bila kemudian ternyata benar-benar
terjadi khulu’, yaitu istri benar-benar menuntut cerai dengan membayar
tebusan, maka suami mempunyai hak milik atas harta tebusan tersebut.
Hal ini seperti kasus jual beli waktu adzan Jum’at. Meskipun haram,
namun jika benar-benar terjadi maka jual beli itu sah dan dapat
memindahkan hak kepemilikan barang yang diperjualkan.*> Ayat diatas
menjelaskan mengenai mahar yang telah diberikan kepada seorang istri
berarti sudah menjadi hak mutlak bagi istri tersebut. sehingga siapapun

tidak berhak atas mahar tersebut, bahkan keluarga dari istri tidak berhak

4 Abdul Aziz Muhmmad Azam, Figh Munakahat, 177.

4 Departemen Agama R, AI-Qur’an dan Terjemah, 81.

45 Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, Mafétihul Ghaib, Beirut, Darul Kutub Al-‘Tlmiyyah: 1421
H/2000 M, juz X, 12-13.
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atas mahar tersebut apalagi bagi suami. Dan apabila mahar tersebut
diambil alih oleh selain istri maka hal tersebut merupakan perbuatan
dosa.
Tujuan dari Mahar Perkawinan

Mahar merupakan sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh
Allah Swt. untuk kita sebagai para umat-Nya. Ditetapkannya mahar
pasti memiliki tujuan yang baik, terutama bagi para perempuan, diantara
manfaat dari ditetapkannya mahar adalah sebagai berikut:
1) Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita

Di dunia ini sejak dahulu hingga sekarang tidak ada tatanan
atau aturan yang mengakui terkait dengan hak-hak seorang wanita
dan menempatkan seorang wanita pada tempat yang layak selain
dalam aturan Islam. Hal ini karena aturan Islam merupakan sebuah
aturan Rabbani yang bersumber dari tuhan sebagai penguasa dan
pencipta manusia, yang mengatur segala urusan manusia yang
sesuai dengan keadaan masing-masing individu dan yang sesuai
dengan fitrah manusia itu sendiri, baik seorang laki-laki ataupun
seorang perempuan.

Diantara sebuah bentuk penghormatan Islam terhadap
wanita yakni dengan mensyari’atkan mahar sebagai sebuah
kewajiban. Mahar tersebut wajib bagi seorang laki-laki untuk
memberikannya kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya.
Mahar diberikan kepada seorang wanita sebagai hadiah dan juga

sebagai symbol untuk kehormatan seorang perempuan tersebut.
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2)

mahar yang diberikan haruslah yang bernilai yang berupa sejumlah
harta atau yang serupa dengannya.

Selain itu, mahar juga merupakan bukti sebuah
penghormatan, cinta, dan kasih sayang seorang laki-laki terhadap
seorang perempuan, sehingga pada diri perempuan itu akan tertanam
rasa percaya diri, kehormatan, dan kebanggaan akan dirinya. Mahar
juga bisa menjadi alat pengikat yang kuat hubungan antara suami
dan istri.

Mahar merupakan hak milik bagi seorang perempuan karena
pada dasarnya setiap orang pasti memiliki rasa “ingin memiliki”.
Hal ini berlaku juga apabila mahar telah diberikan maka hal itu dapat
menumbuhkan rasa memiliki pada diri wanita karena dia adalah
manusia yang fitrahnya ‘ingin memiliki’. Maka dari itu, Islam pun
memuliakan seorang wanita dengan menjadikan mahar tersebut
sebagai hak milik yang tetap bagi seorang perempuan itu. Dan tidak
ada seorang pun yang boleh bertindak hukum atau ikut campur
terhadap mahar itu, kecuali perempuan itu sendiri. Bahkan, orang
yang paling dekat dengannya juga tidak memiliki hak terhadap
maharnya tanpa izin dari perempuan itu.

Mabhar adalah modal seorang wanita dalam mempersiapkan dirinya
sendiri.

Sebelum menikah seorang wanita tinggal di rumah bapaknya
dalam keadaan terhormat dan masih dibiayai bapaknya sesuai

kemampuan. Jika ia sudah beralih ke rumah suaminya tentu ia
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membutuhkan pakaian yang indah dan cantik. [a juga membutuhkan
perhiasan yang dikenakannya saat perkawinan, seperti parfum,
bedak, dan bahan kosmetik lainnya. Dengan demikian ia bisa
berpenampilan sebagai seorang istri yang layak untuk suami, suami
pun bisa menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang
diharamkan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa mahar menjadi
uang penunjang segala perlengkapan dan kebutuhannya, baik itu
pakaian, perhiasan atau kebutuhan lainnya. Allah SWT mewajibkan
sebuah mahar dan disunahkan bagi seorang suami untuk
memberikan sebagian mahar kepada calon istrinya sebelum
menikah, meskipun hanya sedikit. Syeikh Muhammad Abu Zuhrah
dalam kitab al-Ahwal asy Syaikhsiyah berkata, Jika seorang wanita
berpindah dari rumah bapaknya ke rumah suaminya, ia akan
menghadapi kehidupan dan bahtera yang untuk itu ia membutuhkan
pakaian, perhiasan, dan parfum yang layak untuk diri dan
kecantikannya.

Selazimnya bagi suami memberikannya hal-hal yang
dibutuhkan dalam mewujudkan segala keperluan itu. Oleh karena itu
Allah SWT, mewajibkan mahar atas suami dan tradisi juga
mewajibkan pembayaran mahar itu sebagiannya sebelum hari

perkawinan.*®

46 Ahmad Rabi’ Jabir Ar-Rahili, Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat Dan Madharatnya, (Solo:
Tiga Serangakai, 2014), 15-17.
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3) Mahar adalah menunujukkan pentingnya dan posisi akad
perkawinan.

Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan
perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik
dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mabhar,
seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat
perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.*’

d. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan

Agama Islam memiliki keistimewaan yang di antaranya adalah
memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan
tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang
urusannya yakni menerima mahar. Pada zaman jahiliyah hak wanita
dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-
mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan
kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau
menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang
membawa rahmat seluruh alam.

Dalam Islam, disyari’atkannya membayar mahar hanyalah
sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang
perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi
pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas
kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Karena itu, dalam

Al-Qur’an Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4;

47 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam 9, 232.
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Artinya: “Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu
nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.*® (Q.S. an-Nisa’: 4)

Pengertiannya adalah, berinkanlah mahar kepada mereka
sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin
yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena
pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga

didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

ake Bize olg) A e WL gy ad)

Artinya: “Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR
Muttafaq ‘alaih)

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah
pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat
melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan
hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad
nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah
(tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas
kawin dalam perkawinan dipermudah.*’

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mabhar,
karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki.

Selain itu setiap masyarakat mempunyai adat dan radisinya sendiri,

48 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, alih bahasa Ahmad Toha Putra (Semarang;:
Asy Syfa’, 2007).

4 Trdawati Saputri, “Mahar Perspektif Al-Qur’an dan Implementasinya pada Masyarakat,” Jurnal
Ushuluddin Adab dan Dakwah, Vol. 1, No. 1, 2018.
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karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan
kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang
berlaku dalam keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan
tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai
mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan
memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya
mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an dan lain sebagainya, dengan
persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang
melakukan akad.*

Terkait dengan posisi mahar, dalam akad nikah meskipun menurut
ulama pemberian mahar merupakan kewajiban bagi suami, namun
dalam akad nikah itu sendiri mahar tidak termasuk kedalam salah satu
rukun nikah ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan
pemberian wajib atau akibat adanya suatu akad nikah. Oleh karena itu,
akad nikah yang dilakukan tetap sah meski tidak ada mahar ataupun
maharnya belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Seperti hadits di
bawabh ini: “Dari Sahal bin Saad bahwa Nabi SAW lalu Nabi bersabda
“Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-Qur’an

yang ada padamu”. (HR. Bukhari Muslim).>!

50 Subhan, “Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam,” Jurnal Studi Keislaman Vol
4, No. 1 (2017). https://doi.org/10.33650/at-turas.v4il.193.

5! Ibnu Irawan dan Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam,” jornal of Social-
Religion Vol. 4, No. 2 (2019). https://doi.org/10.24256/pal.v4i2. 804.
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e. Syarat-Syarat Mahar
Pada umumnya mahar yang diserahkan berupa barang atau materi,
namun mahar dalam bentuk jasa juga diperbolehkan.’*Pemberian mahar
yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan juga
memiliki beberapa persyaratan, diantaranya:

1) Harta atau benda yang berharga. Sebuah harta ataupun benda yang
akan diberikan sebagai mahar harus sesuatu yang memiliki harga
atau nilai. Dalam hal ini tidak terdapat ketentuan besar atau kecilnya
nilai dari barang tersebut, sehingga meskipun barang yang dijadikan
sebagai mahar bernilai sedikit maka tetap sah perkawinannya. Dan
tidak diperbolehkan memberikan mahar berupa sesuatu yang tidak
bernilai sama sekali.

2) Barang yang suci. Dalam pemberian mahar berupa barang maka
wajib menggunakan barang yang jelas kesuciannya. Tidak boleh
mahar dengan menggunakan barang yang tidak suci atau dilarang
seperti khamr, babi, darah, anjing, bangkai dan lainnya sehingga
tidak sah maharnya.

3) Sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang akan diberikan sebagai
mahar baik berupa barang ataupun jasa harus memiliki nilai
manfaat. Baik besar atau kecil manfaat baiknya maka diperbolehkan
untuk digunakan sebagai mahar.

4) Barang bukan hasil ghasab. Ghasab merupakan mengambil barang

milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, tetapi bermaksud untuk

52 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat..., 84

31



mengembalikan barang tersebut bukan untuk memiliki seutuhnya.
Menggunakan barang hasil ghasab sebagai mahar juga tidak
diperbolehkan. Jadi barang yang akan diberikan sebagai mahar
hanya yang benar-benar kepemilikannya sendiri.>
5) Barang harus jelas keadaannya. Mahar tidak boleh menggunakan
sesuatu hal yang belum diketahui bentuk, jenis maupun sifatnya
seperti anak hewan yang belum lahir.>*
f. Macam-Macam Mahar Dalam Perkawinan
1) Mahar Musamma
Mahar musamma adalah mahar yang bentuk dan jumlahnya
sudah ditentukan atau dijanjikan ketika akad nikah dengan kata lain
mahar yang disebutkan bentuk dan jumlahnya pada waktu akad
nikah.>®
Ulama fikih sepakat mengenai pelaksanaa mahar musamma
harus diberikan secara penuh ketika:
a) Telah bercampur (bersenggama). Dalam hal ini Allah Swt

berfirman:

s
. G 8V i‘.".,T

oo A 1536 30 1ylass £ 0005 Sl =5 O3 JIAT #3510l

L osr 2

Lod Ulp LR 0,006

—n\

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri
yang lain” sedang kamu telah memberikan kepada seorang di
antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamua
mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan
dengan (menanggung) dosa yang nyata?.”>%(Q.S. An-Nisa’ 4:20)

53 Abdur Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, 88-87.

S%H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 40.
55 Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 45.

56 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, 81.
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Ayat diatas menunjukkan bahwa ketika seorang suami
akan menceraikan istri tetapi mereka telah melakukan hubungan
suami istri, maka suami wajib memberikan mahar musamma
atau mahar yang telah ditentukan dan tidak boleh mengambil
kembali harta tersebut. karena mahar itu sudah menjadi hak
milik yang mutlak bagi seorang istri.

b) Salah satu diantara suami atau istri meninggal dunia.

Menurut ijmak, mahar musamma juga wajib dibayar
seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan
ternyata nikahnya rusak dengan sebabsebab tertentu seperti
ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira perawan ternyata
janda atau hamil dari bekas suami lama.>’ Akan tetapi kalau istri
dicerai sebelum bercampur hanya wajib dibayar bayar
setengahnya berdasarkan firman allah swt.
@éui&a&w}ﬁﬁi@;ﬁw&ﬁ%xw&w‘ SEART
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“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu
sentuh"(campuri), Padahal kamu sudah menentukan maharnya
Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan
kecuali jika isteri-isterimu itu membebaskan atau dibebaskan
oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu
lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu lupa kebaikan di
antara kamu. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu
kerjakan.”>%(Q.S. Al-Baqoroh 2:237)

n—%

57 Abd.Rahman Ghazali, Figh Munakahat, 93.
58 Departemen Agama RI, A/l-Qur’an dan Terjemah, 46.
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Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika seorang suami
menceraikan istrinya namun belum melakukan hubungan suami
istri (bersenggama) dan telah menentukan jumlah maharnya,
maka kewajiban suami tersebut adalah membayar separuh dari
mahar yang telah ditentukan, sehingga suami tidak perlu
membayar lunas seluruh mahar yang telah ditentukan
sebelumnya.

2) Mabhar Mithil (Sepadan)

Mahar mithil yaitu mahar yang bentuk dan jumlahnya tidak
disebutkan ketika sebelum dan sesudah akad nikah.*’Mahar Mithil
ini merupakan mahar bentuk dan jumlahnya disesuaikan dengan
keadaan atau kebiasan berdasarkan pertimbangan tinggi atau
rendahnya kedudukan si perempuan, kecantikannya, kekayaannya,
keturunannya, keluarganya dan sebagainya.®® Mahar Mithil juga
terjadi pada keadaan-keadaan seperti berikut:

a) Apabila bentuk dan jumlah mahar tidak disebutkan ketika akad
nikah berlangsung dan kemudiaan suami telah mencampuri
istrinya atau meninggal sebelum bercampur dengan istrinya.

b) Apabila mahar musammanya belum dibayar, sedangkan suami

sudah bercampur dengan istrinya dan ternyata pernikahnya tidak

5 Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 46.
0 Muh. Bagqir Al-Habsyi, Figih Praktis Menurut Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat Para Ulama,
(Bandung: Mizan, 2002), 134.
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sah.  Menurut  Jumhul Ulama’ hal seperti itu

diperbolehkan.®! Allah Swt. berfirman:
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“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-
isteri kamu"sebelum kamu yang belum kamu sentuh (campuri)
atau belum kamu tentukan maharnya. dan hendaklah kamu beri
mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan
bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu
pemberian dengan cara yang patut. yang merupakan kewajiban

bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”®*(Q.S. Al-Baqarah
2:236)

Ayat ini menunjukkan bahwa Seorang suami yang
menjatuhkan talak pada istrinya sebelum dukhul (digauli), dan
sebelum menentukan jumlah maharnya tidak dibebani
kewajiban membayar mahar, hanya saja ia didorong untuk
memberi mut'ah yaitu pemberian untuk menyenangkan bekas
istrinya. Besar kecilnya jumlah pemberian tersebut tergantung
pada suami, yang kaya sesuai dengan kekayaannya dan yang
tidak mampu sesuai pula dengan kadar yang disanggupinya.
Pemberian mut'ah tersebut merupakan suatu anjuran bagi laki-
laki yang mau berbuat baik.boleh bagi seorang suami yang
hendak menceraikan istrinya yang belum digauli dan belum juga
ditetapkannya bentuk dan jumlah mahar tertentu kepada istrinya

itu. Maka istri berhak menerima mahar mithil.

61 Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat, 94.
62 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, 38.
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g. Bentuk dan Jumlah Mahar

Perkawinan merupakan suatu momen yang membahagiakan bagi
seorang pria dan wanita yang melaksanakannya, begitu juga dengan dua
keluarga yang menjadi satu setelah adanya perkawinan tersebut. Dalam
perkawinan, terdapat syarat-syarat salah satunya yaitu mahar. Mahar
dalam perkawinan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dengan
begitu maka sebagai umatnya hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnah
yang telah dilaksanakan Rasulullah SAW. Dalam Islam tidak ada dalil
syar’i yang membahas secara khusus mengenai bentuk dan jumlah untuk
mabhar.

Kadar kekayaan dan kemampuan masing-masing orang jelas
berbeda, maka dari itu Islam tidak menentukan jumlah yang harus
dikeluarkan sebagai mahar. Selagi itu berharga, dapat diambil
manfaatnya dan tidak merendahkan pihak perempuan serta tidak
memberatkan pihak laki-laki maka dengan bentuk dan jumlah
berapapun diperbolehkan. Persetujuan dari kedua pihak mengenai
jumlah dan bentuk mahar ini juga penting karena di Indonesia masih
banyak daerah yang menganut adat atau tradisi tertentu terkait dengan
perkawinan dan juga mahar.%®

Para kalangan Ulama’ mazhab Syafi’i mengungkapkan bahwa kadar
atau jumlah mahar merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai yang

dapat digunakan dalam proses jual beli, maka diperbolehkan untuk di

%3 Sayyid Sabiq, Figih As-Sunnah, Alih Bahasa M. Thaib, Vol. VII (Bandung: Dar al-Ma’arif, 1990),

533.
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berikan sebagai maskawin atau mahar.®* Mahar merupakan hak bagi
seorang wanita, dengan begitu maka pihak mempelai wanita berhak
untuk memilih dan menetukan maharnya. Selain itu, mempelai wanita
juga berhak memilih dan meminta jumlah yang besar atau kecil sebagai
maharnya. Akan tetapi permintaan mahar yang baik adalah yang murah,
sederhana dan beramanfaat.

Para Ulama Fiqih sepakat bahwa tidak ada batas maksimal
terkait dengan besarnya sebuah mahar, namun diantara para ulama fikih
memiliki perbedaan pendapat mengenai ada atau tidaknya batas
minimal dalam mahar, diantaranya:

1) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemberian maskawin atau
mahar itu minimal senilai 3 dirham. Mereka mengkiaskan
(menyamakan) hal ini atau mahar ini dengan diwajibkannya bagi
seorang pencuri untuk potong tangan ketika ia mencuri barang yang

bernilai 3 dirham atau lebih.

2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa maskawin atau mahar itu
paling sedikit jumlahnya 10 dirham atau dengan yang senilainya.
Ketentuan tersebut berlandaskan bahwa ketika Nabi membayar
maskawin atau mahar untuk para istrinya jumlah yang diberikan
tidak pernah kurang dari 10 dirham.

3) Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah tidak ada ketentuan untuk batas
minimal pemberian mahar atau maskawin, yang terpenting adalah

sesuatu yang akan dijadikan sebagai mahar harus bernilai atau

64 Syaich Hafizh Ali Syuaisi, Kado Perkawinan, (Jakarta: Pustaka Al-Kudsar, 2007) 41.
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berharga dan yang telah layak untuk dijadikan sebagai maskawin
atau mahar.%’
h. Hikmah Mahar Dalam Perkawinan
Adapun hikmah disyari’atkannya mahar adalah sebagai berikut.

1) Menunjukkan kemuliaan seorang wanita, karena pada dasarnya
seorang wanita yang dicari laki-laki bukan sebaliknya, seorang laki
laki yang dicari wanita. Maka seorang laki-laki yang berusaha dan
bersungguh-sungguh ingin mendapatkan seorang wanita ia harus
memuliakan wanita tersebut salah satunya dengan memberikan
mahar yang pantas dalam perkawinannya.

2) Mengangkat derajat perempuan dan memberikan kepada seorang
perempuan hak milik. Seorang wanita berhak menerima pemberian
dari suami saat menikah berupa mahar, dan kemudian menjadi
kewajiban bagi seorang suami untuk menghormati seorang wanita
dengan memberikan mahar.

3) Menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada
istrinya, karena sifat mahar itu merupakan sebuah pemberian atau
hadiah yang dalam al-Qur'an disebut nihlah (pemberian secara
sukarela), bukan sebagai harta yang dibayarkan untuk harga seorang
wanita.

4) Menunjukkan rasa ketulusan dan kesungguhan, karena menikah dan
memulai sebuah keluarga bukanlah sebuah lelucon atau suatu

perkara yang dapat dipermainkan.

%5 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, (Bandung: PT. Al M’ arif, 1987), 152.
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5) Menunjukkan rasa tanggung jawab seorang suami dalam keluarga
yang ditunjukkan dengan memberikan nafkah, karena laki-
lakimerupakan pemimpin atas perempuan dalam kehidupan
keluarganya.Untuk itu, sudah sewajarnya apabila seorang suami
harus membelanjakan hartanya, dan seorang suami harus lebih
bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang kepada isterinya.

2. Gambaran Umum Tentang Saham
a. Pengertian Saham

Saham adalah bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang
dikenal sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder).
Saham adalah sertifikat kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang
saham memiliki hak untuk mengklaim keuntungan dan aset sebuah
perusahaan. Saham adalah sebuah sekuritas yang menunjukkan
kepemilikan Sebagian dari suatu perusahaan, jika para investor
berinvestasi dengan membeli saham yang berarti juga membeli
sebagian dari kepemilikan perusahaan tersebut, berarti investor tersebut
juga berhak atas keuntungan yang diterima oleh perusahaan dalam
bentuk dividen.

Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang
diterbitkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau
yang biasa disebut emiten. Saham menunjukkan bahwa pemegang
saham juga pemilik sebagian dari suatu perusahaan. Jadi, jika seorang
investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemegang saham

perusahaan tersebut.
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Sedangkan saham menurut hukum syariah adalah sertifikat
kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak
untuk mengklaim keuntungan dan aset sebuah perusahaan. Saham
didefinisikan sebagai surat keterangan atau sertifikat kepemilikan
seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan yang menerbitkan
sekuritas (surat berharga) tersebut, dan dapat diartikan sebagai investor
yang ikut serta dalam penanaman modal sebagai pemberi atau penanam
modal pada suatu perusahaan, sehingga mempunyai hak untuk
melakukan klaim atas penghasilan dan kekayaan yang dihasilkan oleh
perusahaan tersebut.

Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki
karakteristik yang sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan
bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan
terbatas (PT). Saham juga merupakan salah satu jenis instrumen yang
berupa selembar catatan yang memuat tentang pernyataan kepemilikan
sejumlah modal atas suatu perusahan yang mengeluarkan dan salah satu
efek sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal.

Berdasarkan perspektif figh, saham pada dasarnya merupakan
sebuah efek syariah. Saham syariah ini adalah bentuk saham biasa yang
memiliki keistimewaan berupa bentuk yang dikontrol secara ketat
dalam lingkup kehalalan dari kegiatan usahanya, sedangkan saham
konvensional mencakup semua saham yang tercatat pada bursa efek
dengan mengabaikan aspek halal dan haramnya, yang terpenting saham

emiten yang tercatat atau terdaftar (/isting) sudah mematuhi peraturan
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hukum yang berlaku (/egal). Saham terbagi menjadi dua kategori yaitu

saham syariah dan saham non syariah. Saham syariah merupakan

sebuah sertifikat kepemilikan dalam suatu perusahaan, yang diterbitkan

oleh emiten yang memiliki kegiatan usaha dan cara pengelolaan yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa

yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK jenis kegiatan usaha

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:

1)

2)

3)

4)

Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau

perdagangan yang dilarang.

Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk

perbankan dan asuransi konvensional.

Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan

makanan dan minuman yang tergolong haram.

Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan

barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat

mudarat. Sedangkan kriteria saham yang termasuk kategori syariah

antara lain:

a) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas.

b) Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan
penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan
penawaran dan permintaan palsu.

¢) Tidak melebihi rasio keuangan.
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Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai
pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan
transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba,
perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah berbeda dengan
pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah
digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan
obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai
dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar
Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar
Modal, telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan
adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi yang di
dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba’, maysir, risywah,
maksiat dan kezaliman, diantaranya yaitu seperti melakukan penawaran
palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (insider trading),
menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (short

selling).

. Jenis-Jenis Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling dikenal luas oleh
masyarakat. Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum
dikenal oleh publik, yaitu saham biasa (common stocks) dan saham
preferen (preferred stocks). Adapun jenis-jenis saham yang dapat

ditinjau dari beberapa segi antara lain sebagai berikut:
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1) Dari Segi Cara Peralihan

a) Saham Atas Unjuk (Bearer Stock) Merupakan saham yang
nama pemilk sahamnya tidak tertulis pada saham. Saham jenis
ini mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.

b) Saham Atas Nama (Registered Stock)Saham atas nama
merupakan saham yang nama pemiliknya tertulis dalam saham.
Jenis saham ini juga sulit untuk dapat dialihkan kepada pihak
lain, karena diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

2) Dari Segi Hak Tagih

a) Saham Biasa (Common Stocks)

Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh
suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar,
yen, dsb) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk
menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas)
atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh
keuntungan dalam bentuk dividen. Diantara surat-surat berharga
yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang
paling dikenal masyarakat.

Di antara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat
berharga), saham biasa juga merupakan yang paling banyak

digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi, saham
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C.

b)

biasa paling menarik, baik bagi pihak pemodal maupun bagi
pihak emiten.
Saham Preferen (Preferen Stocks)

Saham preferen merupakan suatu surat berharga yang dijual
oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah,
dolar, yen, dsb) dimana pemegangnya akan memperoleh
pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima
setiap kuartal (tiga bulan). Saham yang memiliki karakteristik
gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa
menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), akan
tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang
dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham
biasa, karena dua hal yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan
diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas

lembaran saham tersebut dan membayar dividen.

Kedudukan Saham Sebagai Mahar Dalam Perkawinan

Konsep saham sebagai mahar nikah tidak umum dalam praktik
pernikahan di Indonesia atau di banyak tempat lain, secara teoritis, ide
ini dapat dijelaskan sebagai pemberian saham atau kepemilikan dalam
suatu perusahaan sebagai bagian dari mahar nikah. Saham sebagai
mabhar ini dikategorikan sebagai barang yang mana saham ini dapat

dilihat secara fisik dan digital.

Artinya saham ini bukanlah kategori jasa dalam hal ini, calon suami

dapat memberikan saham atau investasi dalam bentuk kepemilikan
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saham sebagai bagian dari mahar kepada calon istri. Ide ini dapat

mencerminkan keinginan untuk memberikan sesuatu yang memiliki

nilai investasi jangka panjang dan dapat tumbuh seiring waktu. Namun,
sebelum  mengambil langkah seperti ini, penting untuk
mempertimbangkan beberapa hal:®¢

1) Kesepakatan Bersama: Semua pihak yang terlibat, termasuk kedua
pasangan dan keluarga, harus sepakat dengan bentuk mahar ini.

2) Hukum dan Regulasi: Pastikan bahwa jenis mahar ini sesuai dengan
hukum pernikahan dan keuangan yang berlaku di wilayah tempat
pernikahan berlangsung.

3) Konsultasi Keuangan dan Hukum: Sebaiknya konsultasikan dengan
ahli keuangan dan hukum untuk memastikan bahwa struktur
kepemilikan saham dan perjanjian pernikahan sesuai dengan
ketentuan hukum dan keuangan.

4) Ketentuan Pemisahan Harta: Jika ada perceraian atau situasi sulit
lainnya, penting untuk memikirkan bagaimana saham atau
kepemilikan tersebut akan diperlakukan.

5) Pendidikan dan Pemahaman: Pastikan kedua pasangan sepenuhnya
memahami implikasi dan risiko yang terkait dengan kepemilikan
saham. Mereka juga harus memahami bagaimana saham tersebut
dapat dikelola dan dijual jika diperlukan. Seiring berkembangnya

perubahan sosial dan keuangan, mungkin muncul konsep-konsep

% Julio Sukamto, Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember, 2023,
UIN Kiyai haji Achmad Siddiq Jember.
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baru dalam pernikahan. Namun, penting untuk menghormati nilai-

nilai budaya, norma hukum, dan keberlanjutan finansial dalam

menjalankan hal tersebut.

Syariat Islam tidak menentukan jumlah maupun bentuk mahar
perkawinan yang diserahkan oleh calon mempelai laki laki kepada
calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, tidak ada batasan tertentu
untuk mahar, sehingga setiap orang bisa menyesuaikannya dengan
kemampuan dan kondisi ekonominya. Hal ini memberikan kebebasan
kepada pria yang akan menikah untuk menentukan jumlah mahar yang
dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga serta
sesuai dengan kemampuan, keadaan, dan kebiasaan di daerah masing-
masing. Sebagaimana Firman Allah SWT:

U@&T;;K‘J&Tlf uw,% )J"u‘ﬁiwu”“’*‘}’&“ﬁ
w,:é;;;mz};;gg;\gﬁ\;u‘yl

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah
menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang

diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
setelah kesempitan.”®’(Q.S. At-Thalaq:7)

Meskipun dalam ayat diatas tidak disebutkan jenis mahar, bentuk
dan nilainya, namun Allah sangat menganjurkan untuk memberikan
mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Artinya
ketentuan mahar dalam perkawinan sangatlah penting untuk menjalin

hubungan antara pasangan suami istri demi terwujudnya keluarga yang

67 Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemah, 559.
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harmonis serta menjamin kelangsungan hidup kedepan untuk orang
yang dicintainya.

Oleh karena itu, ketika saham dijadikan mahar perkawinan maka
dapat dikatakan sah karena saham memenuhi syarat ketentuan mahar
yaitu memiliki nilai dan saham juga merupakan aset yang berharga
untuk kehidupan. Terkait status hukum mahar, para ulama berbeda
pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan rukun
nikah, dan sebagai konsekuensinya jika memakai sigat hibah, maka
mabhar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak, maka nikahnya tidak
sah.®® Sedangkan ketiga Imam mazhab selain Imam Malik berpendapat
mahar termasuk syarat sahnya nikah, sehingga tidak diperbolehkan
mengadakan persetujuan untuk meniadakannya.®

Dalam Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan baik
pribadi maupun berkelompok telah diatur sesuai hukum yang berlaku.
Maka Islam mempunya konsep tujuan syariah (Magasidh Syariah)
untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan al-Qur’an dan
Hadits Nabi. Oleh karena itu hal ini menjadi pembahasan yang penting
untuk dipelajari dalam mengenal hikmah dan illat ditetapkannya
hukum. Tujuan hukum harus diketahui oleh seorang mujtahid dalam
mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab
persoalan-persoalan hukum kontemporer yang yang masalahnya tidak

diatur secara detail/ rinci didalam al-Qur’an dan hadits.

%8 Abdurrahman al-Jaziri,al Figh ala Madzhab al Arba’ah, Jilid IV, 23.
% Tbnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid, 432.
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Tujuan hukum Islam harus diketahui dalam rangka mendeteksi
apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan
hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, sehingga hukum itu
tidak bisa di terapkan. Oleh karena itu pengetahuan tentang maqasid
syariah menjadi kunci bagi mujtahid untuk menentukan suatu hukum
dalam ijtihadnya. Tentu dalam hal ini persoalan yang focus dikaji yaitu
hukum yang berkaitan dengan bidang mu’amallah. Sebagaimana
dikutip oleh Afif Muammar dan Salman Al-Farisi, Al Syatibi
menyatakan bahwa “Sesungguhnya hukum itu dibuat untuk
menciptakan kesejahteraan manusia di dunia ini dan di masa yang akan
datang.” Jika mencermati pernyataan Al Syatibi, maka dapat dikatakan
bahwa kandungan Maqasid Syariah atau tujuan hukum adalah untuk
kemaslahatan umat manusia. Menurut Al Syatibi, tidak ada hukum
Allah yang tanpa tujuan. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa
kesejahteraan umat manusia adalah tujuan atau hasil yang dicapai oleh
Magqasid Syariah.”

Dalam menentukan persoalan-persoalan yang kontemporer, perlu
diketahui terlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian
terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya
penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya.
Maksudnya, bahwa dalam menetapkan harus diteliti dengan cermat,

dan meneliti maksud tujuan disyariatkannya hukum tersebut. Dalam

70 Afifi Muhammad dan Ari Salman Alparisi, Electronic Money, dalam Perspektif Maqasid Syariah,

18.
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rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun akhirat,
berdasarkan penelitian para ahli ushul figh, ada lima unsur pokok yang
harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (Hifz ad-din), jiwa (Hifz
al-Nafs), akal (Hifz al-Aql), keturunan (Hifz an-Nasl), harta (Hifz al-
Maal).”!

1. Agama (hifz al-din) Secara umum agama berarti kepercayaan
kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan
akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan
oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan
Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk
mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah
mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang
menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan
melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan
Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan
ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

2. Jiwa (hifz al-nafs)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan
perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan
serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan

yang paling sempurna.

"I M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, 58.
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3. Akal (hifz al-aql)
Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan
pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan
dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya
atau menggunakan segala yang memabukan.

4. Kehormatan (hifz al-nasl)
Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan
hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina
dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain
berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta kekayaan (hifz al-mal)
Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama
Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki,
memperbolehkan berbagai mu’amalah, pertukaran, perdagangan
dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta
kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman
pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita
yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta
merusakan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan
lalai, serta menghindarkan bahaya.
Maka dengan hal ini melihat unsur-unsur pokok diatas dalam

magqasid syariah diatas, berkaitan dengan pemberian mahar berupa

saham dapat ditinjau dengan kajian Maqasid Syariah dalam menjaga
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Harta (Hifz Maal). Maka dilihat dari segi kepentingannya, memelihara
harta dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu:

Pertama, daruriyyat yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada
atau ada biasa disebut dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini
tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, maka akan terancam
keselamatan umat manusia baik didunia maupun di akhirat kelak.
Menurut al Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori
kebutuhan daruriyyat, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa,
memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara kehormatan, dan
memelihara harta. Dalam memelihara hal tersebut maka inilah syariat
Islam diturunkan. Setiap ayat yang Allah turunkan bila diteliti maka
akan ditemukan alasan tujuannya yang bila disimpulkan tidak lain
untuk memelihara syariat Islam.”?

Kedua, Hajiyyat yaitu kebutuhan yang yang biasa disebut
dengan kebutuhan sekunder, yang mana apabila tidak dipenuhi maka
tidak akan mengancam keselamatan umat manusia, tetapi akan
mengalami kesusahan. Syariat Islam menghilangkan kesulitan itu.
Adanya hukum rukhsah (keringanan) yang allah berikan, seperti yang
dijelaskan Abd al- Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh jenis
magqasidh ini dibidang ekonomi Islam misalnya mencangkup kebolehan

melaksanakan akad mudharabah, muzara’ah, musaqat dan bai’ salam,

72 Thsan Fadlillah, Musyaffa amin ash shabah & Oni wastono, “Analisis perlindungan Hukum Islam
Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham”, Jurnal Hukum Islam dan perbankan
Syariah, Vol.15 No.1 (2024).
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dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk
memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Ketiga, Tahsiniyyat yaitu kebutuhan yang apabila tidak
dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi dari lima pokok maqasid
syariah dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini
merupakan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat
istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Dalam hal ini maka pemberian mahar berupa saham dapat di
klasifikasikan jenis kebutuhan hajiyat dalam kehidupan, namun bagi
calon istri dalam hal ini mahar merupakan suatu pemberian yang wajib
diberikan dari calon suaminya, meskipun bentuk, jenis dan nilai nya
tidak ditentukan dalam Islam, namun hal ini harus disepakati oleh kedua
belah pihak.

Maka apabila dalam hal ini mahar yang disepakati berupa
saham, maka hal tersebut wajib diberikan sebagai hak wanita dan tanda
kecintaan calon suami kepada istri yang akan dinikahi. Hal tersebut
bertujuan selain untuk menghormati wanita namun untuk memelihara
harta, untuk kehidupan keluarga untuk kedepannya. Jika suatu saat
mabhar tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan maka hal itu
bisa dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya agar kelangsungan
hidup dapat terus berjalan aman dan baik.

. Perlindungan Hukum Terhadap Mahar
Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di

lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara
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itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan
hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum
terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai
manusia. pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai
bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan
hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat
diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi,
pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Pengertian tentang Saham syariah juga terdapat dalam pasal 4
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Kriteria dan Jenis Efek
Syariah, bahwa Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu
perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam
pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
Saham syariah juga merupakan saham yang memiliki karakter yang
sesuai dengan nilai-nilai Islami atau yang biasa disebut dengan syariah
complaint. Kelebihan menggunakan investasi saham sebagai mahar
pernikahan yaitu sebagai berikut:”

1) Modal investasi menggunakan saham relatif lebih kecil atau dengan
harga murah. Hal ini menjauhkan stigma bahwasannya investasi

menggunakan saham tidak harus dengan jumlah yang mahal.

3 Ibid.
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2)

3)

Bahkan untuk yang tidak mempunyai modal sekalipun bisa
membelinya dengan cara dicicil.
Transaksi Saham lebih memudahkan. Investasi dengan
menggunakan saham cenderung lebih praktis dan mudah dalam
proses transaksinya, bila dibandingkan dengan investasi lain yang
mensyariatkan harus memberikan atau membawa sertifikat,
perjanjian dan membawa notaris yang bertujuan untuk
memudahkan proses jual beli, maka dengan itu menggunakan
saham hanya cukup mendaftarkan diri melalui broker atau
melakukan secara online.
Investasi Saham bersifat Transparan dan Liquid. Saham memiliki
sifat yang transparan karena investor (orang yang berinvestasi)
dapat melihat dengan jelas harga permintaan dan penawaran serta
slot yang diminta maupun ditawarkan oleh masing-masing
perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh adanya ketentuan dari OJK
(Otoritas Jasa Keuangan) yang mewajibkan bahwasannya
perusahaan yang sudah bersifat go public harus bersifat terbuka
yang berarti setiap laporan keuangan perusahaan bisa dilihat dan
diakses oleh public. Dengan adanya hal ini bisa memudahkan para
investor bisa menganalisis kondisi serta prospek perusahaan
tersebut. Selain itu juga investasi saham bersifat liquid yang artinya
instrument saham ini mudah untuk dicairkan dan dijual.
Perlindungan hukum mengenai saham terlampir berdasarkan

fatwa DSN MUI Nomor 40 tahun 2003 pasal 2, yaitu:
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1) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya
terutama  mengenai  emiten, jenis efek  yang
diperdagangkan = dan  mekanisme perdagangannya
dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah
memenuhi prinsip-prinsip syariah.

2) Semua efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip
syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian
syariah.

Dalam pasal yang disebutkan di atas, dijelaskan bahwa pasar
modal dan seluruh kegiatannya akan sah jika sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Pasal ini menunjukkan bahwa saham memiliki
hukum yang jelas sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Artinya, saham
dianggap sebagai investasi yang diperbolehkan asalkan mematuhi
prinsip-prinsip syariah. Menurut Jaith Mubarok, Wakil Ketua Badan
Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), “Mahar
yang diberikan suami kepada istrinya dapat berupa uang, jasa, benda
dan turunannya.””* Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30
disebutkan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar
kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya
disepakati oleh kedua belah pihak.

Jadi, kita bisa memahami bahwa penggunaan saham sebagai

mahar dapat dianggap sah karena saham merupakan bentuk uang

4 Anang Gunawan and Akhmad Arif Rifan, “Analisis Akad Dan Kegiatan Jual Beli Dalam Trading
Saham Syariah Menurut Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,”
Islamic Economics, Finance, and Banking Review 2, no. 2 (2022): 77-94.

55



dan aset. Selama mahar tersebut tidak melanggar aturan Islam dan
memberikan manfaat bagi penerimanya, maka memberikan mahar
dalam bentuk saham diperbolehkan. Menurut Wakil Ketua Badan
Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) yaitu: “Menjadikan saham sebagai mahar
pernikahan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Maksudnya
adalah saham itu bisa memiliki nilai di suatu tempat, tetapi bisa juga
di tempat lain saham tidak memiliki nilai. Menjadikan saham
sebagai mahar juga dapat menjadikan kita terkena risiko fluktuasi
harga atau suatu fenomena yang mengancam perekonomian dan
dunia usaha. Untuk menghindari fluktuasi harga, ada beberapa
kriteria saham yang perlu diperhatikan sebelum menjadikannya
sebagai mahar. Kriteria tersebut adalah: saham syariah, saham
dengan fundamental yang kuat, saham jangka panjang, saham dari
perusahaan papan atas (dikenal sebagai blue chips), dan saham yang
umumnya memiliki performa positif dan stabil.

Perlindungan hukum atas saham sebagai mahar juga mencakup
aspek pengelolaan saham setelah pernikahan. Saham yang diterima
sebagai mahar adalah milik pribadi istri, namun dalam prakteknya,
pengelolaan saham tersebut mungkin melibatkan suami. Oleh
karena itu, penting bagi suami dan istri untuk memiliki kesepakatan
yang jelas mengenai pengelolaan saham tersebut. Kesepakatan ini
dapat mencakup hal-hal seperti hak suara dalam rapat pemegang

saham, pembagian dividen, dan keputusan mengenai penjualan

56



saham. Kesepakatan yang jelas dan tertulis dapat mengurangi

potensi konflik antara suami dan istri di kemudian hari.”

Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan hukum atas
saham sebagai mahar juga terkait dengan perlindungan hak istri dalam
hal perceraian. Apabila terjadi perceraian, saham yang diberikan
sebagai mahar tetap menjadi milik istri dan tidak dapat diklaim oleh
suami. Namun, dalam beberapa kasus, pembagian aset dalam
perceraian dapat menjadi rumit, terutama jika saham tersebut telah
mengalami kenaikan nilai yang signifikan. Dalam hal ini, penting bagi
istri untuk memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan tercatat dengan
baik agar haknya atas saham tersebut terlindungi.

Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang mahar dalam
pernikahan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).”® Namun,
KHI belum secara spesifik mengatur tentang saham sebagai mabhar.
Oleh karena itu, dalam praktek, penanganan saham sebagai mahar harus
merujuk pada ketentuan umum yang berlaku dalam hukum perdata dan
pasar modal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk
mengembangkan regulasi yang lebih spesifik mengenai saham sebagai
mahar untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi

pasangan yang memilih bentuk mahar ini.

> Annisa Sayyid and Sri Ramadhan, “Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan
Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam,” Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 6, no. 2
(December 1, 2021): 59-84.

6 Hidayat, Ardliansyah, and Shabah, “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran
Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)’; Nanda Azizah Putri et al., “Perkawinan Beda
Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005,” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 11,
1 (August 31, 2023): 69-92.
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Peran notaris dan ahli hukum sangat penting dalam memberikan
perlindungan hukum atas saham sebagai mahar. Notaris dapat
membantu dalam pembuatan akta pengalihan saham dan memastikan
bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dengan benar. Sementara
itu, ahli hukum dapat memberikan nasihat mengenai implikasi hukum
dari pemberian saham sebagai mahar dan membantu dalam
penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Dengan demikian, pasangan yang memilih saham sebagai
mahar dapat merasa lebih aman dan terlindungi secara hukum.”’
Pemberian saham sebagai mahar memerlukan penilaian yang cermat,
prosedur pengalihan yang benar, pemahaman terhadap kewajiban
perpajakan, kesepakatan pengelolaan yang jelas, dan perlindungan hak
istri dalam hal perceraian. Regulasi yang lebih spesifik mengenai saham
sebagai mahar juga perlu dikembangkan untuk memberikan kepastian
hukum yang lebih baik. Dengan perlindungan hukum yang memadai,
pasangan yang memilih saham sebagai mahar dapat menjalani
pernikahan mereka dengan lebih tenang dan terhindar dari potensi
sengketa di kemudian hari.

3. Gambaran Umum Imam Mazhab
1. Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah bernama lengkap Nu’man bin Tsabit, lahir

di Kufah pada tahun 80 H. Beliau dikenal sebagai ulama yang

7 Andi Muhammad Rahmat, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Beritikad Baik
Membuat Akta Jual Beli Saham Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang,” Lentera Hukum 6,
no. 1 (April 28, 2019): 95-116.
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rasional dan banyak menggunakan pendekatan ra’yu (logika)
dalam menetapkan hukum. Karakteristik mazhab Hanafi adalah
fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya
dalam masalah muamalah.” Dalam konteks mahar, mazhab ini
tidak mensyaratkan bentuk tertentu selama memiliki nilai dan
manfaat. Oleh karena itu, pendekatan Hanafi cenderung
membuka peluang bahwa saham sebagai aset modern dapat
dijadikan mahar selama memenuhi unsur nilai dan dapat diserah
terimakan.”

Imam Malik

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 H dan
dikenal sebagai ulama yang sangat berpegang pada tradisi
masyarakat Madinah Karakteristik mazhab Maliki adalah
kehati-hatian dalam menetapkan hukum dan menekankan
praktik yang telah berlangsung di masyarakat sebagai sumber
hukum.*"Dalam hal mahar, mazhab ini mensyaratkan kejelasan
dan menghindari unsur gharar. Oleh karena itu, saham sebagai
mabhar perlu dianalisis secara mendalam dari sisi kejelasan nilai
dan kepemilikannya agar sesuai dengan prinsip mazhab

Maliki.®!

8 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 1, 37.
7 Abdul Aziz Muhammad Azam, Figh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011), 177.

80 Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

81 ' Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 9, 6802.
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3. Imam Syafi'i
Imam Syafi’i bernama lengkap Muhammad bin Idris al-Syafi’i,
lahir pada tahun 150 H. Beliau dikenal sebagai peletak dasar
ilmu ushul figh dan memiliki metode istinbath yang sistematis
serta berpegang kuat pada Al-Qur’an dan Hadis.*?Karakteristik
mazhab Syafi’i adalah tekstual namun tetap rasional dalam batas
dalil. Dalam masalah mahar, mazhab ini mensyaratkan bahwa
mahar harus jelas, bernilai, suci, dan dapat diserahterimakan.
Dalam konteks saham, perlu dianalisis apakah saham memenuhi
syarat tersebut, khususnya terkait kehalalan objek dan kejelasan
akad.®
4. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan
dikenal sebagai ulama ahli hadis. Mazhab Hanbali memiliki
karakteristik sangat berpegang pada dalil hadis dan cenderung
konservatif dalam ibadah, namun relatif fleksibel dalam
muamalah selama tidak ada larangan yang jelas.’* Dalam hal
mahar, mazhab ini memperbolehkan segala sesuatu yang
memiliki manfaat. Oleh karena itu, saham dapat
dipertimbangkan sebagai mahar selama memenuhi prinsip

syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

82 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Kairo: Dar al-Fath, 1990), jilid 1, 20.
8 Abdul Aziz Muhammad Azam, Figh Munakahat, 180.
8 Ibnu Qudamah, A/-Mughni, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), jilid 1, 10.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang
terdapat dalam sumber hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur’an,
Hadis, maupun pendapat para ulama dalam kitab-kitab figh. Penelitian ini
mengkaji konsep mahar dalam perspektif Figh Munakahat serta
menganalisis kedudukan saham sebagai mahar perkawinan berdasarkan
ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan
data lapangan, melainkan menitikberatkan pada studi kepustakaan (library
research) dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi

beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:
a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep

dasar yang berkaitan dengan mahar dalam hukum Islam, seperti

pengertian mahar, dasar hukum, syarat, serta jenis-jenis mabhar.

Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji konsep saham sebagai

objek yang memiliki nilai ekonomis dalam perspektif hukum Islam.
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b. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pandangan
para imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam
Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, terkait konsep mahar dan
kemungkinan penerapan saham sebagai mahar dalam perkawinan.
Melalui pendekatan ini, akan ditemukan persamaan dan perbedaan
pandangan dari masing-masing mazhab, sehingga dapat ditentukan
pendapat yang paling relevan dengan perkembangan zaman.
c. Pendekatan Analitis (4nalytical Approach)
Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara mendalam
kesesuaian saham sebagai mahar dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Analisis dilakukan dengan menilai apakah saham memenuhi syarat
sebagai mahar, seperti memiliki nilai, tidak mengandung unsur gharar,
halal, dan dapat diserahterimakan.
Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian tersebut,
diharapkan penelitian ini mampu memberikan analisis yang
komprehensif mengenai kedudukan saham sebagai mahar perkawinan
dalam perspektif hukum Islam.
3. Sumber Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:
a. Data primer
Data primer atau data utama dalam penelitian ini diambil dari
sumber utama, berupa Al-Qur’an, hadits, Kitab-kitab figh klasik

dari empat mazhab,pendapat Imam Abu Hanifah pendapat Imam
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Malik pendapat Imam Syafi'i pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan
lain-lain yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian untuk
menganalisa pokok permasalahan untuk menjawab pertanyaan yang
diteliti yaitu: Tinjauan imam madzhab terhadap kedudukan dan

perlindungan saham sebagai mahar dalam perkawinan

. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
artikel-artikel atau berita-berita yang terkait dengan penelitian yaitu
penggunaan saham sebagai mahar dalam perkawinan yang berasal
dari website yang dapat dipertanggung jawabkan seperti website
detik.com. Selain berita tersebut penelitian ini juga menggunakan
sumber data sekunder berupa buku literature hukum Islam dan
perundang-undangan, antara lain: Kompilasi Hukum Islam, “Figh
Islam Wa Adillatuhu” karya Wahbah Zuhaili, kitab “A¢ Tadzhib Fi
Adillati Matan Al Ghayah Wa At Taqrib” karya Mushtofa Diib Al
Baghaa, kitab “ Fathu Al Qarib Al Mujib ” karya Muhammad Ibnu
Qasim Al Ghazi. buku “Figh Munakahat” karangan Slamet Abidin
dan Aminuddin, buku “Figh Munakahat” karya Abdul Rahman
Ghazali, buku “Figh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam”
kayra Syamsiyah Nur, dkk, serta literature pendukung lainnya
seperti ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, jurnal, artikel atau ensiklopedia

yang berkaitan dengan penelitian ini.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan akan dilakukan dengan menggali bahan-bahan
penelitian seperti buku dan literatur terkait Tinjauan imam madzhab
terhadap kedudukan dan perlindungan saham sebagai mahar dalam
perkawinan.

b. Dokumentasi
Dokumentasi juga merupakan salah satu elemen pendukung yang
berperan sebagai bukti penting yang memvalidasi penelitian yang
dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti akan melampirkan
berbagai dokumen yang relevan dalam konteks perkara ini, Yaitu
mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang
dijadikan sebagai sumber hukum dalam penelitian ini berupa artikel-
artikel atau berita mengenai pemberian mahar perkawinan dengan
menggunakan saham. Pada teknik ini, penulis menggunakan atau
mengkaji permasalahan dengan menggunakan bacaan yang sesuai
dengan objek penelitian yaitu mahar perkawinan dalam perundang-
undangan serta buku hukum Islam.sebagai inti permasalahan yang

dijadikan dasar penyusunan penelitian ini.
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5. Teknik Analisa Badan Hukum

Analisis  dilakukan dengan metode deskriptif-analitis

komparatif, yaitu:

a.

b.

Mendeskripsikan konsep mahar dalam Islam
Mengkaji pandangan imam mazhab
Membandingkan perbedaan pendapat

Menganalisis relevansi dengan mahar saham
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